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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 15 TAHUN 2016

TENTANG

KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH

DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 307 dan

Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara

Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang

Perkeretaapian Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk

Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan

Usaha di Bidang Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4722);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4761);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9

Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor

71 Tahun 2014 tentang Penyelnggaraan Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 223);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun

2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur Transportasi;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 588);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan

Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur

dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 689);

www.peraturan.go.id



2016, No.104 -4-

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.66 Tahun

2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana

Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1111);

18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 662);

19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengadaan Tanah;

20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 891);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONSESI

DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH

DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN

UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanMenteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri

atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta

norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk

penyelenggaraan transportasi kereta api.
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2. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga

gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan

dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan

ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan

perjalanan kereta api.

3. Perkeretaapian Umum adalah Perkeretaapian yang

digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau

barang dengan dipungut bayaran.

4. Perkeretaapian Khusus adalah Perkeretaapian yang

hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok

badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk

melayani masyarakat umum.

5. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak

yang menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian.

6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang

Khusus didirikan untuk Perkeretaapian.

7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut

BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang

dipisahkan.

8. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun

kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api

dapat dioperasikan.

9. Konsesi adalah pemberian hak oleh pemerintah kepada

Badan UsahaPerkeretaapian untuk melakukan kegiatan

di bidang Perkeretaapian dalam jangka waktu tertentu

dan kompensasi tertentu.

10. Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis antara

pemerintah dengan Badan Usaha dalam kegiatan di

bidang Perkeretaapian umum yang diKonsesikan.

11. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima

oleh pemerintah akibat pemberian hak yang

diberikankepada Badan Usaha untuk melakukan

kegiatan di bidang Perkeretaapian umum dalam jangka

waktu tertentu.
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